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ABSTRAK

Suci Rahmawati, BP.088162591, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Padang Nomor: 69/PDT.G/2009/PN.Pdg tentang Perkara Hibah Wasiat Ditinjau
dari Hukum Islam, Tesis: Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN
Imam Bonjol Padang, 2018, 135 halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara hibah wasiat antara orang-
orang beragama Islam yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Padang
Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg. Secara formil perkara tersebut bukanlah
kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Agama.
Selain itu, putusan tersebut juga memiliki kejanggalan mengenai pelaksanaannya
berdasarkan hukum Islam yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana argumentasi
hakim Pengadilan Negeri mengabulkan perkara hibah wasiat Nomor:
69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., dan (2) Bagaimana penyelesaian perkara hibah wasiat di
Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69[Pdt G/2009/PN Pdg ditinjau dari hukum
Islam.

Adapun tujuan yang ingiaf dlca
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Jenis penelitian
(normative legal researcl
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Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa argumentasi
hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.,
dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu; (1) Terkait kewenangan absolut
pengadilan, hakim berpendapat bahwa perkara hibah wasiat Nomor
69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Padang,
bukan kewenangan Pengadilan Agama Padang. Hal ini disebabkan karena dalam
pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak tercantum hibah wasiat sebagai
kewenangan Pengadilan Agama; dan (2) Terkait pelaksanaan hibah wasiat kepada
ahli waris dari penerima sah hibah wasiat yang telah meninggal dunia, hakim
berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin
pentingnya adalah para penerima wasiat sudah ada pada saat hibah wasiat dibuat,
bukan pada saat dilaksanakan. Hal ini dipahami dari pasal 899 KUH Perdata.
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Selain itu, hibah wasiat memang harus ditunaikan sebagaimana yang termaktub
dalam Akta Wasiat.

Kemudian, tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor
69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., dapat dipahami sebagai berikut; (1) Pemberian wasiat
kepada para penggugat yang dalam hal ini ahli waris dari penerima sah wasiat
yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewasiat adalah batal, meskipun
tergugat | sebagai ahli waris lainnya menyetujui hal tersebut; 2) Pemberian 50 %
kepemilikan saham sebagai wasiat dan dua bidang tanah kepada tergugat | adalah
tidak sah menurut ketentuan hukum Islam disebabkan karena melebihi 1/3 harta
pewasiat dan kedudukan tergugat | adalah sebagai ahli waris.

Adapun analisis penulis adalah dalam memutuskan perkara perdata yang
menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama tidak boleh
mengenyampingkan asas atau prinsip personalitas keislaman. Meskipun ketentuan
mengenai perkara hibah wasiat hanya terdapat dalam KUH Perdata yang
merupakan salah satu sumber hukum Peradilan Umum, namun para pihak dalam
perkara Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.sadalah beragama Islam, dan yang perlu
digarisbawahi bahwa hibah wasiatg@dalahywasiat itu sendiri. Masing-masing
peradilan memiliki kompeten5| masm' ' asmg ymeskipun terdapat prinsip yang
menyebutkan bahwa hakim ménget g 3 huk m (ius curia novit).

Selanjutnya, p8& j daglam perkara Nomor:
69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., Islam yang seharusnya
dipraktekkan oleh orang skipun perkara tersebut
berakhir tanpa adanya an semuanya menerima
putusan hakim Pengadila dalam perkara tersebut,
namun perkara peralihan meninggal dunia kepada
orang yang masih hidup . gungjawaban secara vertikal
antara manusia derﬁan Allah SWT., ecara horizontal antara sesama manusia.
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